PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a

Mengingat : 1.

NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan
bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Adli Daerah guna
mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan menuju kemandirian Daerah;

bahwa sesual ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Trayek, 1zin Operasi dan Kartu Pengawasan
Kendaraan Umum perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan
huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 1zin Trayek;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lambar
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturuan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provins Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 1);

Peraturan Daerah Provins Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah  Tahun
2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provins Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provins Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI I1ZIN TRAY EK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provins Nusa
Tenggara Barat.

Retribus Daerah yang sdlanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang merupakan kesatuan, baik yang
meakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mdiputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongs, koperas, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisas massa, organisas sosia politik, atau organisas lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investas kolektif dan bentuk usaha tetap.
Retribusi 1zin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu
atau beberapa trayek tertentu.

Izin Trayek adalah izin diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani
angkutan penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah daerah.



12.1zin Operasi adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan untuk
melayani Angkutan Penumpang tidak dalam trayek di wilayah daerah.

13. Kartu Pengawasan 1zin Trayek adalah Kartu yang harus dimiliki setiap Kendaraan
Angkutan Umum yang dioperasikan dalam Wilayah Daerah.

14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap
dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

15. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan Angkutan yang dilakukan dalam
jaringan trayek secaratetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

16. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan palayanan dari pintu ke pintu
dalam wilayah operasi dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

17. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum
yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam
wilayah operasi yang tidak terbatas.

18. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum
yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan
dari daerah tujuan.

19. Angkutan Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan
pariwisata dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum
yang tidak terkait dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.

20. Angkutan Antar Kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan
menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam
trayek tetap dan teratur.

21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.

22. Perusahan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan
orang atau barang dengan kendaraan umum dijalan.

23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

24. Mobil Bus addah setigp kendaraan bermotor yang dilengkapi |ebih dari 8 (delgpan)
tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wagjib Retribus untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

26. Wgjib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwgjibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melaui tempat
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.



28. Surat Ketetapan Retribus Daerah yang sdlanjutnya disngkat SKRD adalah surat
ketetapan retribus yang menentukan besarnya jumlah pokok retribus yang terutang.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanks administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribus yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi
yang terutang atau seharusnyatidak terutang.

31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang dan kewagjiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan
kewgjiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribus adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUS

Pasal 2

Dengan nama Retribusi 1zin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek
kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3
(1) Retribusi 1zin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

(2) Obyek Retribusi 1zin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. pemberian pelayanan izin trayek penyediaan angkutan antar kota yang
seluruhnya berada dalam wilayah daerah;
b. pemberian pelayanan izin operasi untuk penyediaan angkutan pariwisata,
angkutan sewa, angkutan khusus dan taksi dalam wilayah daerah;
c. pemberian kartu pengawasan izin trayek sebagai petikan dari izin trayek/
izin operasi.
(3) Tata cara dan pelaksanaan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



Pasdl 4

(1) Subyek Retribusi 1zin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
pelayanan pemberian izin trayek, izin operasi dan kartu pengawasan dari
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 1zin Trayek.

BAB Il
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek berdasarkan jenis kendaraan dan
kapasitas tempat duduk.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin trayek.

(2) Biaya penyelenggaraan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan 1zin Trayek Tarif (Rp) |MasaBerlaku

1. | Izin Trayek Baru Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap
dan Teratur :
a.  Perusahaan yang mempunyai jumlah angkutan
1sd. 10 Unit 225.000 5 Tahun
b. Perusahaan yang mempunyai jumlah angkutan
Lebih dari 10 Unit 250.000

2. | Perpanjangan lzin Trayek Angkutan Umum Dalam
Trayek Tetap dan Teratur :
a.  Perusahaan yang mempunyai jumlah angkutan
1sd. 10 Unit 225.000 5 Tahun
b. Perusahaan yang mempunyai jumlah angkutan
Lebih dari 10 Unit 225.000




No. Jenis Pelayanan 1zin Trayek Tarif (Rp) |MasaBerlaku
3. | 1zin Trayek Baru Untuk Angkutan Umum Tidak Dalam
Trayek Tetap :
a. Perusahaan Angkutan Taxi 1.000.000 5 Tahun
b. Perusahaan Angkutan sewa 600.000
c. Perusahaan Angkutan Pariwisata 750.000
d. Perusahaan Angkutan Khusus 500.000
4. | Perpanjangan Izin Trayek Baru Untuk Angkutan Umum
Tidak Dalam Trayek Tetap :
a. Perusahaan Angkutan Taxi 1.000.000 5 Tahun
b. Perusahaan Angkutan sewa 600.000
c. Perusahaan Angkutan Pariwisata 750.000
d. Perusahaan Angkutan Khusus 500.000

5. | Tarif Pelayanan Kartu Pengawasan |zin Trayek :
1. Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, serta

tidak dalam trayek :

a. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 100.000 1 Tahun
duduk 1 s.d. 8 Orang ;

b. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 115.000
duduk 9 s.d .12 Orang;

c. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 125.000
duduk 13 s.d. 19 Orang;

d. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 150.000
duduk 20 s.d .30 Orang ;

e. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 175.000
duduk 31 s.d .40 Orang;

f. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 200.000
duduk 41 s.d .44 Orang;

g. Angkutan Penumpang dengan kapasitas tempat 250.000
duduk 45 K eatas.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAY ARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang
ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
dalam jangkawaktu paling lama 1 x 24 jam.

(2) Ddam ha pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke Kas Daerah.




(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanks administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti
pembayaran.

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB VIlI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUS
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi  dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh
Gubernur
Pasal 12
(1) Masaretribus adalah jangkawaktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
(2) Jangkawaktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. 5 (lima) tahun bagi 1zin Trayek dan/atau |zin Operasi; dan
b. 1 (satu) tahun bagi Kartu Pengawasan I1zin Trayek.

(3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.

(3) Dalam hal Wgjib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.



(4) Penagihan retribus sebagaimana dimaksud padaayat (3) didahului dengan surat teguran.

(5) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pel aksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sgjak jatuh
tempo pembayaran.

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sgjenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang.

(7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sgenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pgjabat yang ditunjuk.

(8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi  ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14
(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 15

(1) Wa4gjib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wagjib Retribusi dapat mengagjukan pembatalan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenakan retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi
atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanks administras dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampa dengan ayat (3) harus disampakan secara tertulis kepada
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sgjak tanggal
diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5 Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan
oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sgjak surat
permohonan diterima.
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(6) Apabila ddam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur atau Peabat yang
ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan
dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sgak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribus  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pgak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Pasal 17

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kel ebihan retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

(3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti
berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sgjak diterbitkannya
SKRDLB.

(5) Jka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kel ebihan pembayaran Retribusi.

(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIlI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribus menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuai jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidanadi bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
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b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.
(3) Dadam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
keda uwarsa penagihan dihitung sgak tanggd diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengguan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedal uwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB XIlI1
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Dadam ha Wagib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setigp bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran,
pencatatan dan pelaporan dengan benar sesual ketentuan yang berlaku dikenakan
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22
(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.
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BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23
(1) SKPD/unit kerja yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD
pada DPA masing-masing SKPD/Unit Kerja.

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan
oleh kepada SKPD terkait.

(2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pemberian izin trayek secara
teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Peabat Pegawa Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribus Daerah, sebagaimana dimaksud daam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pegabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi Iebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidanadi bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

e. meakukan penggel edahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;



13

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang Retribus Daerah sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pegabat Poliss Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIlI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewagjibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribus terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perijinan yang berkaitan dengan
kontribusi penerimaan daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi 1zin Trayek (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasa 10 ayat (4),
Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22
ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sgak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
padatanggal 25 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
padatanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.
H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 37



15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang Retribusi 1zin Trayek, Izin Operasi
dan Kartu Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 3 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud agar lebih
berdayaguna dan berhasilguna didalam praktek penyelenggaraan serta dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan.

Untuk maksud tersebut, maka penataan pola angkutan jalan meliputi survei faktor muat (load
factor) pada jalur trayek dalam jaringan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
dan/atau tidak dalam trayek di dalam wilayah daerah maupun sistem perizinan trayeknya perlu
disesuaikan dengan jaringan trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan sepanjang lintasan
yang dilalui sehingga berfungsi saling menunjang.

Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan
terhadap pengusaha angkutan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang
melakukan perluasan obyek retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perlu ditata
sistem pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan di Terminal dan Prasarana Angkutan
Jalan, agar pelayanan kepada pemakai jasa dapat terlaksanakan secara operasiona dan pada sisi
lain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi 1zin Trayek.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses
penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan
penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat
bekerjasama dengan pihak ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah
Daerah mel akukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang
memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Penetapan tarif untuk jenis angkutan penumpang dengan kapasitas tempat duduk
sampai dengan 8 (delapan) orang dimaksud untuk taksi dengan kapasitas 4 (empat)
tempat duduk termasuk pengemudi.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
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